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B Pemkab Tepis Ada Kenaikan

MEMPAWAH, TRIBUN -
Pemkab Mempawah melalui
Bidang Pemerintahan Desa
Kabupaten Mempawah me-
nyatakan tidak ada kenaik-
an Dana Desa (DD) setiap
desa dari APBN. Hal terse-
but langsung disampaikan
Kabid Pemdes Dissos PP, PA
dan PMD Kabupaten Mem-
pawah Rizal Multiadi saat
diterui diruanganya.
“Tahun depan tidak ada ke-
naikan Dana desa dari APBN,
jumlahnya masih sama yakni
sekitar Rp 51 miliar untuk 60
desa di Kabupaten Mempa-
wah,” kata Rizal kepada Tri-
bun, Rabu (20/12)
Lanjutnya, penggunaan
DD saat ini yang telah jadi
banyak mendapat atensi
dari intitusi mulai dari BPK,
BPKP, Kejaksaan hingga ke
Polisi para pengguna ang-
garan dalam hal perangkat
desa untuk menyiapkan diri
dengan pengatahuan dan
kemampuan. Kemampuan
untuk paham aturan dan
menjalankan seluruh pe-
ratuan yang berlaku.
“Untuk tahun ini proses
pencairan dana desa sudah
selesai. Mengenai pelaporan
kita telah menggandeng BPKP
melalui program sistem keu-
angan desa,” ujarnya.
Sistem Keuangan Desa

ana Desa

Tetap Rp o1 M

Kita telah mulai
memberlakukan
siskeudes seratus
persen pada 2016
lalu dan sekarang
kita lakukan lagi

Rizal Multiadi
Kabid Pemdes Dissos PP, PA dan
PMD Mempawah

(Siskeudes) merupakan kon-
sep pelaporan yang berbasis
aplikasi. Rizal mengatakan
Kabupaten Mempawah meru-
pakan merupakan kabupaten
pertama di. Kalbar yang mulai
memberlakukanya.

“Kita telah mulai memberla-

" kukan siskeudes seratus persen

pada 2016 lalu dan sekarang
kita lakukan lagi,” ujarmya.
Penguatan siskeudes kata
Rizal saat ini tengah digenjot
untuk tetap dilakukan oleh
seluruh perangkat desa di
Kabupaten Mempawah, ka-
rena pelaporan keuangan
desa menjadi lampiran tidak
terpisahkan dari LKPJ Bu-
pati. “Kalau itu tak ada ja-
ngan-jangan WTP tahun ini

kita tidak dapat,” ujarnya.

Rizal mengatakan langka
yang dilakukan agar selu-
ruh desa tetap melakukan
siskeudes secara rutin se-
tiap tiga bulan sekali BPKP
memberikan pembinaan.
“Ini satu di antara inova-
si untuk LKPJ bupati. Jika
ingin meraih WTP salah satu
yvang harus kita lakukan
adalah merapihkan keuang-
an desa,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Desa Se-
jegi Kecamatan Mempawah
Timur Idris mengatakan
meskipun mendapatkan in-
formasi bahwa tidak ada pe-
nambahan jumlah DD oleh
Kemendes, pihaknnya me-
nyatakan komitmennya un-
tuk mengoptimalkan jumlah
anggaran yang ada untuk
pembangunan masyarakat
di desanya. :

“Berkaitan dengan peng-
gunaan DD Tahun 2018
pada prinsipnya selaku ke-
pala desa tentunya kita akan
menggunakan DD yang te-

lah digulirkan oleh Pemerin- - -

tah Pusat untuk kesejahte-
raan Masyarakat,” ujarnya.

la mengatakan dalam
melaksanaan Perencanaan
Pembangunan Pemerintah
Desa Sejegi akan melaksa-
nakan sesuai perencanaan
yang kita susun dan tetap-
kan bersama dengan BPD
berdasarkan usulan dari
masyarakat yang tertuang di
dalam dokumen RPJM-Des.

“Sebagai acuan dalam pe-
nyusunan RKP-Des untuk
dimasukan dalam RAPB-Des
Tahun 2018 dan ditetapkan
Menjadi APB-Des Tahun
2018,” ujarnya.

Idris mengatakan prioritas
penggunaan DD mengacu
Permendes Nomor 19 Tahun
2017 yaitu untuk membi-
ayai Pelaksanaan Program
dan Kegiatan Bidang Pemba-
ngunan/ Infrastruktur, sa-
rana dan Prasarana bidang
Pendidikan, Kesehatan, Pe-
muda dan Olahraga.

“Ada juga bidang lainnya
seperti peningkatan ekonomi
masyarakat dengan mengga-
li potensi-potensi yang ada
di desa agar dapat dijadi-
kan produk unggulan serta
penguatan eKonomi desa
melalui wadah BUM-Des,”
ujarnya. (dan)
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